PROVINSI BALI
KEPUTUSAN BUPATI BULELENG

NOMOK 900/985/HK/2015
TENTANG

PENETAPAN PENERIMA BANTUAN SOSIAL TAHUN ANGGARAN 2016

Menimbang

Mengingat

——

N

. Daerah (Lembaran Negara Kepublik Indouesia Tahun 2015

BUPATI BULELENG,

bahwa sesuai dengan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nornor 39 Tahun 2012, yaitu Kepala Daerah menetapkan
daftar penerima dan besaran bantuan sosial dengan keputusan
kepala deerah berdasarican peraturan daerah tentang APBD dan
peraturar kepala daerah tentang penjabaran APBD;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a,
rerlu menetapkan Keputusari Bupati tentang Penetapan Penerirca
Bantuan Scsial Tahun Anggaran 2016;

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Tingkat I dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat 1
EBali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran
Negara Republik 'ndenesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
?_‘ndzmg~Undang Nemor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Necara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nowmor 47:
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharazn
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor &;
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 fentang Pembentukan
Peraturan Pe:'undang~Undangan (Lembaran = Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Leribaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587,
sebagaimana telah divoah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemerintah:n
Nomnor
S8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679):
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2005 tentang Pengelolazn
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578); .

Peraturan Menteri Ca'am Negeri Nomor 13 Tahun 2006 teritang
Pedoman Pengelolzar Keuangen Daerah sebagaimana telah diubah,
terakhir dengan Perzturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun
2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Momor 13 Tehun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
kevangan Daerah Reritz Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor & 10):
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8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedomarn Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang’Bersumber‘
Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ‘sebagan'nana telah
ciubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri N'omor 39 Tahur%
2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Da.la::n Negeri
Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan
Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Ncmor 540); :

9. ;Decraturan )Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2007

tentang Pokok -Pokok Pengelolaan' Keuangan Daerah (Lembaran

Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2007 Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2015

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2015 Nomor

1:1Ys

t1. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 66 Tahun 2015 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2015
Nomor 66);

10.

MEMUTUSKAN :

: Menetapkan Penerima Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2016;
: Daftar nama penerima bantuan sosial Tahun Anggaran 2016

sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu sebagaimana tercantum dalam

lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusen
ini;

: Pemanfaatan dan Pertanggungjawaban bantuan sosial sebagaimana

dimalesud Diktum Kesatu agar dilaksanakan sesuai dengan peraturan
Perundang -Undangan yang berlaku; ‘

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini

dibebankan pada Perubshan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2016;

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

. Ketua DPRD Kabupaten Buleleng
Inspertur Kabupaten Buleleng

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buleleng
- Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Buleleng

Kepala Dinas/Badan/Kantor dan Bagian lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng

Sallnan Sesyaf Dengan Astinya
epaia Bagian Huhum

BAGUS GEDE BERATA.
MIB; 19620218 198503 4 011




